BAB IV
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR SEWA
MENYEWA TANAH
A. Persaman antara Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
dalam Mengatur Sewa Menyewa Tanah Pertanian
1. Keumuman diperbolehkannya Sewa
Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, dalam mengatur
mengenai transaksi atau akad sewa menyewa yang dilakukan terhadap
objek akad berupa tanah pertanian. Pada dasarnya antara hukum Islam
dan kitab undang undang hukum perdata membolehkan melakukan
transaksi atau akad sewa terhadap objek akad berupa benda yang halal
dan dapat diperjualbelikan dalam hal ini berupa tanah. Sebagaimana yang
terdapat dalam pasal 1320 KUHP yang tertulis:'
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
¢. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Maksud dari “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” yaitu
antara pihak satu dengan yang lainnya sama-sama setuju untuk

melakukan perjanjian, sedangkan pada poin “b” dijelaskan pada

penjelasan berikutnya.

' R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 2008), 339.

51



52

Yang dimaksud pada poin “c” yaitu mengenai objek akad yang ada
dalam perjanjian, misalnya tanah pertanian. Dan yang terakhir “suatu
sebab yang halal” maksudnya tanpa ada suatu ancaman dan objek akad
berupa sesuatu yang halal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 168:
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Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu.’
2. Kecakapan Hukum dan Kepemilikan
Kemudian mengenai syarat bagi para pelaku akad, antara hukum
Islam dan perdata memiliki persyaratan bagi para pelaku akad sewa yaitu
dalam undang undang hukum perdata pelaku akad harus dapat melakukan
perbuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, begitu juga
hukum Islam memberikan syarat pada pelaku akad harus mumayyiz,
berakal dan baligh, namun untuk syarat bal/igh ini merupakan syarat yang
harus dipenuhi menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah tidak mengharuskan baligh,

asalkan sudah mumayyiz dan dapat izin dari walinya maka diperbolehkan

melakukan transaksi atau akad sewa menyewa.

? Menteri Agama, A/-Quran al-Karfm wa Tarjamatu Ma’anihi llallughatil Indunisiyyah, (Jakarta:
Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 1971), 41.
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Begitu juga dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam melakukan transaksi atau akad sewa menyewa tanah pertanian,
seperti kepemilikan objek akad yang akan disewakan yaitu harus pemilik,
wakil, atau pengampu dari pihak yang menyewakan maupun penyewa.

3. Asas Kewajiban Mengusahakan Sendiri Tanah Pertanian

Jika melihat dari persamaanya mengenai regulasi yang berlaku di
Indonesia, ada juga regulasi yang mengatur secara /ex specialis (khusus),
seperti Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), ada persamaan antara
hukum Islam dengan UUPA mengenai asas yang tekadung dalam pasal

10 UUPA yaitu asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau
diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, hal ini sejalan dengan
hadith Rasulullah Saw yang disebutkan di bab kedua, antara lain:

Hpbos 9 G0l a2 o2 08 5 HE & 055
“Rasulullah Saw melarang persewaan tanah pertanian”. (HR. Bukhari
dan Muslim).

Dikarenakan berupa asas maka yang lebih mendekati adalah

hadith berikutnya yang berasal dar Ibnu Abbar.a:
Gobos 5 gl sl 5 2

“Nabi Saw tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda:
apabila salah satu di antara kamu memberikan kepada saudaranya (orang
lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu
darinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika melihat hadith kedua, akan sesuai dengan asas yang ada pada

pasal 10 UUPA untuk memberikan kesempatan kepada para petani agar
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dapat mengelola tanah pertaniannya sendiri sehingga hasil yang
diperoleh lebih maksimal untuk mengangkat pendapatan dan dapat
mensejahterakan dirinya beserta keluarganya.
4. Kejelasan dalam Harga Sewa dan Waktu Pembayaran
Persamaan mengenai harga merupakan salah satu yang disebutkan
juga dalam hal ini, baik dalam hukum Islam dan dalam perdata
menyaratkan adanya kejelasan dalam harga.
Pembagian waktu pembayaran dalam Islam berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak yang berakad, berdasarkan hadith yang

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Auf:’
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Diriwayatkan dari Amr bi Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya,
Rasulullah Saw bersabda: “perdamaian boleh dilakukan di antara kaum
muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidzi).

Terdapat kalimat pada hadith tersebut, yaitu “kaum muslimin
terikat dengan syarat-syarat mereka”, yang maksudnya antara orang

muslim jika melakukan suatu perjanjian dan menetapkan syarat-syarat

> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:
SO/DSN-MUI/IT/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, 5.
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dalam perjanjian tersebut, maka syarat-syarat tersebut sifatnya mengikat
dan berlaku bagi kedua belah pihak, seperti contoh syarat waktu
pembayaran. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Dewi Wulan Sari
“Mengelola tanah pertanian untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan si
penyewa dengan membayar uang sewa yang tetap setiap sesudah panen
atau tiap bulan, atau di tiap tahunnya”.
5. Penyelesaian Sengketa

Persamaan yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian sengketa.
Dalam hukum sewa tanah pertanian dalam pembahasan ini tidak dapat
dihindari adanya suatu sengketa mengingat beberapa bentuk akibat
hukum yang telah disebutkan di atas, maka masing-masing peraturan
hukum baik dalam Islam maupun perdata memiliki cara sendiri dalam
menyelesaikan  sengketanya, kedua cara penyelesaian sengketa ini
memiliki kesamaan dalam tahapannya, yang lebih utama yaitu
perdamaian dalam perdata alternatif penyelesaiaan sengketa di luar
pengadilan dengan persetujuan kedua pihak dan dengan prosedur yang
disepakati dua pihak.

Ada beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu
konsultasi (pertimbangan), negosiasi (perundingan), mediasi (perdamaian),

konsiliasi (pemufakatan), atau penilaian oleh ahli.*

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 10.
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Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah
Swt dalam Q.S. al-Hujurat (49) ayat 10:

2 s KT 1,E 55Tt T,Aln Bk 6,340
Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang
berselisih) itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat
rahmat.

Penyelesaian sengketa tidak sampai di situ, selanjutnya jika
permasalahan yang dialami dalam sewa tanah ini tidak menemukan titik
temu maka dapat di ajukan permohonan oleh salah satu pihak yaitu pihak
yang merasa dirugikan untuk dilakukan eksekusi oleh hakim, baik itu
pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Memang perdamaian sangatlah dianjurkan dalam sengketa apapun
khususnya dalam bermuamalah, namun kembali lagi kepada salah satu

kaidah figih yaitu mencegah suatu mafsadah (kerusakan) harus

didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Perbedaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata
dalam Mengatur Sewa Menyewa Tanah Pertanian

Selain beberapa persamaan yang disebutkan di atas, tidak menjadi
masalah jika suatu hukum yang berbeda namun dalam menerapkan hukum
masih memiliki persamaan. Selanjutnya akan disebutkan beberapa
perbedaaan yang menjadikan munculnya beberapa pendapat dan

memunculkan ketentuan baru, perbedaan tersebut antara lain:
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Mengenai diperbolehkannya menyewakan tanah pertanian.

Dalam undang undang hukum perdata tidak ada larangan
mengenai menyewakan tanah pertanian asalkan memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 1588-1599. Sedangkan
regulasi lainnya berbeda dalam menetapkan kebolehan dalam sewa tanah
pertanian, seperti yang disebutkan dalam pasal 10 UUPA sejalan dengan
sebagian pendapat figaha mengenai larangan sewa menyewa tanah
pertanian. Seperti yang disebutkan dalam hadith Ya’la bin Hakim dari

Sulaiman bin Yasar, dari Rafi’ bin Khadij:

~
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Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah
dia ' menanaminya atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk
menanaminya. Dan janganlah ia menyewakan dengan sepertiga atau
seperempat (dari penghasilan tanah tersebut) atau dengan makanan
tertentu’.

Mengenai Penggantian Kerugian.

Dalam Islam tidak disebutkan mengenai pertanggungan kerugian,
baik penyewa maupun yang menyewakan hal ini dikarenakan akad sewa
menyewa tanah pertanian merupakan perkara yang ikhAtilat dalam
kalangan ulama. Lain halnya dengan yang disebutkan dalam undang
undang hukum perdata yang menyebutkan pertanggungan kerugian yang

harus ditanggung penyewa jika tidak menggunakan tanah pertaniannya di

luar tujuan yang disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah.
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Adapun kerugian lainnya yang dialami penyewa jika penyewa
menyewa tanah tersebut dalam waktu yang cukup lama namun hasil dari
tanah tersebut mengalami kerugian, maka penyewa berhak meminta
pengurangan harga sewanya, dan kerugian lainnya jika penyewa
kehilangan penghasilan baik setengah maupun seluruhnya maka penyewa
bisa dibebaskan setengah maupun seluruh harga sewa.

Jika pertanggungan kerugian benar terjadi, maka perlu
diperhatikan deskripsi ketentuan tersebut di atas, dapat dirinci sebagai
berikut:

a. Masa penyewaan dilakukan dalam waktu yang lama, namun dari hasil
tanah tersebut mengalami kerugian. Kata “mengalami kerugian” dapat
diartikan dengan beberapa kemungkinan, yang pertama panen berhasil
namun kualitasnya kurang, yang kedua panen berhasil namun
kuantitas tidak seperti yang diharapkan, dan yang ketiga panen tidak
berhasil dikarenakan mengalami kerusakan seperti contoh: membusuk,
rusak dimakan hama, dan rusak akibat cuaca. Keadaan seperti inilah
yang dapat menjadikan penyewa berhak meminta pengurangan harga
sewa.

b. Masa sewa dilakukan hanya sekali panen, penyewa dapa dibebaskan
dari harga sewa setengah maupun seluruhnya dengan melihat kerugian
yang dialaminya. Berikut kemungkinan yang terjadi, Jika pembayaran
sewa dilakukan secara kredit dengan pembayaran setengahnya

dilakukan pada saat awal perjanjian dan setengah berikutnya dibayar
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pada saat akhir panen, jika panen berhasil seluruhnya maka penyewa
dapat membayarkan setengah harga sewanya, jika hasil panen rugi
setengahnya dan penyewa meminta pembebasan harga sewa setengah
tersebut, maka pihak yang menyewakan mengalami kerugian karena
harga sewa tidak dibayar penuh.

3. Akibat Hukum

Menurut penulis mengenai keunggulan dan kelemahan kedua
hukum tersebut yang disebut dalam sistematika pembahasan pada bab I
kurang relevan untuk dianalisa, dikarenakan dasar hukum yang ada
merupakan dasar hukum yang keduanya berlaku dalam hukum Indonesia,
mengingat Indonesia bukan negara Islam tapi mayoritas berpenduduk
Islam terbesar di dunia.

Akibat hukum yang terdapat dalam hukum Islam dibagi menjadi
dua, yaitu sah maupun tidak sah. Untuk akad yang sah, yaitu yang
memenuhi syarat dan rukun dalam sewa menyewa tersebut, sedangkan
dalam akad yang tidak sah yang menyimpangi syarat dan rukun akad
tersebut.

Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dalam sewa menyewa
tanah pertanian yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata
dan regulasi lainnya yang di dalamnya membahas tentang sewa menyewa
tanah pertanian.

Mengingat kembali bahwa dalam kitab undang-undang hukum

perdata tidak ada larangan melaksanakan sewa menyewa tanah pertanian,
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namun Ada dua akibat hukum yang ditimbulkan mengenai pelaksanaan

akad sewa menyewa tanah pertanian jika tidak memenuhi beberapa syarat

dan ketentuan hukum yang diatur di dalamnya, antara lain:

a. Akad sewa menyewa dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan merupakan salah satu akibat hukum yang

diatur dalam kitab undang undang hukum perdata, maksudanya adalah
para pihak dapat membatalkan maupun meneruskan perjanjian sewa
menyewa jika tidak memenuhi ketentuan yang seharusnya melekat
pada pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa. Sebagaimana
yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu para pihak
dapat membatalkan perjanjiannya jika tidak memenuhi syarat-syarat
subjektif (pihak yang melakukan perjanjian). Dan salah satu pihak
bisa  diwakilkan oleh pihak lain yang menggantikan untuk
kelangsungan perjanjian tersebut.

b. Akad sewa menyewa batal demi hukum

Berbeda dengan pembatalan perjanjian, batal demi hukum

disini merupakan akibat hukum yang tidak bisa dirubah oleh para
pihak yang berakad, dikarenakan pembatalan ini merupakan
pembatalan yang sifatnya objektif (barang dan jasa). Jika objek
perjanjian dalam hal ini tanah pertanian tidak memenuhi syarat dan
ketentuan barang yang boleh disewakan, maka tanpa menunggu

pendapat salah satu pihak, perjanjian ini tetap dikatakan batal dan
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risiko yang terjadi akan diselesaikan oleh para pihak jika memaksa
untuk diteruskan.
c. Wanprestasi (lalai)

Yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam suatu perjanjian sewa tanah sebagaimana hak dan
kewajiban antara penyewa dengan orang yang menyewakan tanah
pertanian tersebut, maka salah satu pihak dapat melakukan
penyelesaian dengan cara kekeluargaan maupun jalur hukum. Contoh:
penyewa tidak membayar sisa angsuran harga sewa pada masa akhir
panen. Pihak yang menyewakan boleh menuntut hal ini secara
langsung kepada yang bersangkutan, dan jika yang bersangkutan tidak
beritkad baik maka dapat diajukan permohonan untuk pelunasan harga
sewa pada pengadilan.

Dari analisa di atas sewa tanah pertanian dalam dasar hukum yang
digunakan di negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama
Islam, akan tetapi tidak semua aturan yang diterapkan bersifat Islam,
maka kedua peraturan baik Islam maupun secara umum berlaku untuk
diterapkan, sehingga praktik sewa tanah pertanian dapat menggunakan
kedua hukum tersebut dalam menerapkannya sehingga jika terjadi suatu
sengketa antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan cara yang
disetujui oleh para pihak.

Ada banyak alternatif penggarapan tanah pertanian, jika kedua

bentuk penggarapan yang disebutkan di atas merupakan suatu larangan
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khususnya di tempat tertentu, contohnya daerah yang pemerintahnya
lebih mengedepankan hukum Islamnya, dan menganggap peraktik sewa
tanah pertanian tersebut merupakan suatu larangan, maka dapat dilakukan
kerja sama seabagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dengan
penduduk khaibar, yaitu musagah yang dimaksud adalah kerjasama dalam
tanah pertanian memberikan tanah kepada petani untuk merawatnya,
artinya tanah tersebut yang sebelumnya telah ada tanaman yang siap
panen, sehingga pada saat panen kedua pihak bisa mendapatkan manfaat
tanpa ada yang dirugikan.

Selanjutnya dengan cara menyewakan untuk suatu usaha lainnya,
seperti berdagang atau sewa yang berakhir dengan pembelian. Selanjutnya
dengan memberikan tanah tersebut kepada saudaranya secara cuma-cuma
untuk digarap, jika mendapat mendapatkan hasil saudara yang memiliki
tanah tersebut akan mendapatkan bagian, jika tidak menghasilkan maka
tidak akan ada masalah, karena tidak ada perjanjian maupun perikatan
dalam suatu Aibah tersebut.

Jika cara tersebut satupun tidak dapat dilakukan maka yang
terakhir merupakan keadaan yang disebut darurat atau dalam istilah
perdata disebut overmacht maka cara-cara penggarapan tanah yang
dilarang sekalipun dapat dilakukan atau tanah tersebut dibiarkan saja,
sebagimana anjuran Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari
Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Dan dengan mengembalikan

kepada kaidah yang terkandung dalam Q.S. al-Baqgarah (2) ayat 17:
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(D023 55a0 DY) e 136 5 Y5 5L 28 SRl b
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada
dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.5
Walaupun diperbolehkannya sesuatu yang dilarang dalam keadaan
darurat, tetap saja dilarang menggunakannya degan cara yang berlebihan,
dengan tujuan untuk menghindari kemadaratan atau risiko yang lebih
besar, karena dalam bermuamalah tujuannya tidak boleh ada yang
dirugikan jika satu pihak untung maka pihak yang lain harus untung,
sebagimana hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubaidah bin
Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dari
Yahya:®
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“Rasulullah Saw. Menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan
orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang

ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang
merugikan)”.

> Menteri Agama, A/-Quran al-Karim wa Tarjamatu..., 42.
% Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah..., 3.



